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ABSTRAK 

 
 

Pemerintah kota (PEMKO) Medan merupakan pusat pemerintahan di Sumatera 

Utara yang memiliki kebijakan ekonomi dan berprioritas pada pertumbuhan ekonomi 

yang lebih cepat dan progresif dan selalu terus menerus melakukan perubahan sehingga 

dapat menempatkan kedudukan kota Medan sebagai inisiator pertumbuhan ekonomi 

Sumatera Utara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kota Medan mengemban 

tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam pelaksanaan pengelolaan dan 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat terlebih pada masyarakat kota Medan 

sendiri. 

APBD menjadi standar dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai 

pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini setiap bagian dari struktur 

otonomi daerah harus disusun serta harus berfokus pada pencapaian tingkat kinerja secara 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money). 

Penilaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja diketahui setelah penggunaan dan 

penyerapan anggaran itu sendiri pada kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi. Kinerja 

anggaran tersebut dapat disimpulkan secara efektif setelah melewati serangkaian kriteria 

berdasarkan analisis dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi dan hasil kepustakaan yang terkait.  

Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Pada 

Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja anggaran 

pendapatan dan belanja selama periode anggaran 2018-2020. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, 

dengan menggunakan analisis rasio efektivitas untuk mengukur penerimaan pendapatan 

asli daerah serta analisis kinerja belanja daerah yaitu berupa Analisis Varians Belanja, 

Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian  Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. 

Hasil analisis berdasarkan analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan 

bahwa pemerintah kota Medan kurang efektif dalam mengembangkan hasil dari sumber 

pendapatan asli daerah itu terlihat jelas pada tahun 2018-2020 itu berada pada nilai 

presentasi 77,45%, 79,11% dan 63,53% serta analisis pertumbuhan belanja menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup baik, karena terlihat adanya 

pertumbuhan belanja dari tahun 2018-2029 dengan nilai 20,11%, pada tahun 2019-2020 

dan nilai 0,33. Dari analisis Varians Belanja pada tahun 2018 adalah 77,31%, pada tahun 

2019 adalah 80,27% dan pada tahun 2020 adalah 81,51% hal ini menunjukkan adanya 

penghematan anggaran yang dibelanjakan, karena tidak melebihi dari anggaran yang 

ditetapkan. Namun dilihat dari rasio efisiensi, realisasi anggaran pada tahun 2018-2020 

tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dikatakan cukup efisien. Proritas  belanja 

BPKAD Kota Medan lebih memprioritaskan belanja operasi (83,15%) bila dibandingkan 

dengan belanja modal (19,61%). 

 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan, Efesiensi, Optimasilasai dan Kinerja Anggaran 
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ABSTRACT 

 

The city government (PEMKO) of Medan, which is the center of government in North 

Sumatra, has economic policies and prioritizes faster and progressive economic growth 

and is always making changes so that it can place the position of the city of Medan as the 

initiator of economic growth in North Sumatra. With the implementation of regional 

autonomy, the city of Medan has the responsibility to be more independent in the 

implementation of management and improve the financial performance of its government 

which will ultimately be accountable to the central government, especially to the people 

of the city of Medan itself. APBD becomes the standard in assessing local government 

financial performance. As a public responsibility, local governments must optimize the 

budget to improve people's welfare. In this case, every part of the structure of regional 

autonomy must be structured and must focus on achieving the level of economic 

performance, efficiency and effectiveness (value for money). Evaluation of the 

performance of the revenue and expenditure budget is known after the use and absorption 

of the budget itself on activities that exist in the agency. The performance of the budget 

can be concluded effectively after passing a series of criteria based on the analysis and 

ratios used in the study. This research uses a quantitative approach with data collection 

techniques in the form of documentation and related literature results. This research is 

entitled Performance Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget in Medan 

City Government. This study aims to assess the performance of the revenue and 

expenditure budget during the 2018-2020 budget period. The analytical method used is a 

descriptive method based on the Budget Realization Report, using effectiveness ratio 

analysis to measure local revenue and regional expenditure performance analysis, 

namely in the form of Expenditure Variance Analysis, Expenditure Growth Analysis, 

Expenditure Harmony Analysis and Expenditure Efficiency Ratios. The results of the 

analysis based on the ratio analysis of the effectiveness of local revenue shows that the 

Medan city government is less effective in developing the results of local revenue sources, 

it is clearly seen that in 2018-2020 it is at the presentation value of 77.45%, 79.11% and 

63.53 % and an analysis of spending growth shows that the Medan City Government is 

said to be quite good, because there is a growth in spending from 2018-2029 with a value 

of 20.11%, in 2019-2020 and a value of 0.33. From the analysis of the Expenditure 

Variance in 2018 it was 77.31%, in 2019 it was 80.27% and in 2020 it was 81.51% this 

shows that there is a savings in the budget spent, because it does not exceed the set 

budget. However, judging from the efficiency ratio, the budget realization in 2018-2020 

the level of efficiency in using the budget can be said to be quite efficient. The priority of 

BPKAD expenditure for Medan City prioritizes operating expenditure (83.15%) when 

compared to capital expenditure (19.61%). 

Keywords: Growth, Efficiency, Optimization and Budget Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan wujud dari cita-cita dan tujuan suatu bangsa 

untuk melakukan perubahan secara universal melalui upaya yang terstruktur. 

Tujuan pembangunan adalah kepemilikan atas sumber daya, peningkatan kualitas 

kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan (kemampuan baca tulis dan 

keterampilan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan 

ekonomi). Pembangunan menempatkan masyarakat sebagai hal utama dan tujuan 

akhir dari seluruh susunan program pembangunan.  

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang 

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang 

No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang telah direvisi dari Undang-Undang No.25 tahun 1999. Otonomi 

daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam 

mengatur keuangannya yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-

masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan 

kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan meningkatkan 

perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah.  

Anggaran merupakan instrumen penting untuk perencanaan dan mengontrol 

keuangan yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu anggaran biasanya 
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digunakan dalam waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 

direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Dengan adanya anggaran dapat 

ditentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara 

anggaran dengan realisasi yang dicapai. 

APBD menjadi standar dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sebagai pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus 

mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

hal ini setiap bagian dari struktur otonomi daerah harus disusun serta harus 

berfokus pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas 

(value for money).   

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak,  

karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan berbeda dengan penilaian 

kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan 

kegiatannya.  

Pengukuran kinerja adalah proses yang disusun untuk mengetahui setiap 

program/kegiatan yang telah direncanakan harus sesuai dengan rencana tersebut, 

dan telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. 

Pengukuran kinerja diawali dengan proses penentuan indikator kinerja untuk 

memberikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan unit kerja sektor 

publik untuk mengontrol kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome 

terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para 

pengambil keputusan dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja dan berfokus 

pada tujuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.  
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Pemerintah daerah adalah lembaga khusus yang berperan dalam 

perencanaan pembangunan dalam daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini 

sangatlah penting untuk menentukan berbagai penetapan analisis dalam 

penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansi pemerintahan. Dari 

setiap kriteria pada proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar terlaksana keefisienan 

dan keefektifan penggunaan anggaran yang ada dan yang telah dianggarkan 

sebelumnya. Dalam pengukuran dan penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari 

seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan 

dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa anggaran 

satu tahun tersebut. Anggaran digunakan sebagai instrumen untuk meenciptakan 

program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap kegiatan dapat 

tersusun dan terkontrol dengan baik. 

Hubungan antara Anggaran dengan Realisasi memberikan pandangan 

bagaimana setiap instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan 

keputusan pengganggaran selama satu tahun anggaran tersebut. Analisis yang 

digunakan sebagai tolak ukur yang berlandaskan pada penggambaran yang 

mendukung analisa kinerja anggaran pendapatan dan belanja. Untuk mengetahui 

secara langsung besarnya varians anggaran pendapatan dan belanja dengan 

realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya 

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja yang 

tampilkan terlihat seberapa besar tingkat kefeektifan dan penyerapan anggaran 

untuk kegiatan setiap instansi selama tahun anggaran tersebut. Analisis Rasio 

Keuangan dan Analisis Varians Belanja dapat digunakan sebagai pengukuran 
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kinerja anggaran. 

Cerminan keuangan pemerintah daerah akan terlihat dari besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, dan bagaimana pemerintah 

memanfaatkan alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya 

untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah 

apakah telah berhasil memaksimalkan kemampuan daerahnya dan 

menggambarkan keadaan dan potensi ekonomi yang baik dan stabil digunakan 

Analisis Rasio Efektivitas.  

Untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan anggaran dan realisasi dalam 

suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja 

kegiatan yang digunakan oleh instansi. Salah satunya dengan memperhatikan 

peningkatan masing-masing belanja, apakah peningkatan tersebut rasional dan 

dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Analisis Pertumbuhan 

Belanja dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya. Pengukuran kinerja 

anggaran lainnya dapat diketahui dengan menggunakan Analisis Keserasian 

Belanja, dimana analisis ini bermanfaat untuk mengukur keseimbangan dari setiap  

belanja. Misalnya dengan mengukur Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja 

dan Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja. Analisis ini bertujuan untuk 

mengukur dan menilai keseimbangan antara belanja yang memberikan penjelasan 

bagaimana pemerintah daerah mengutamakan penggunaan dananya pada belanja 

dengan maksimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus Rasio Efisiensi Belanja dimana pengukuran kinerja anggaran 

ini berfungsi untuk membuktikan produktivitas dan efektivitas belanja daerah 

yang digunakan oleh setiap instansi. 
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Pemerintah kota (PEMKO) Medan sebagai objek dalam penelitian ini dan 

yang merupakan pusat pemerintahan di Sumatera Utara memiliki kebijakan 

ekonomi dan berprioritas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan 

progresif dan selalu terus menerus melakukan perubahan sehingga dapat 

menempatkan kedudukan kota Medan sebagai inisiator pertumbuhan ekonomi 

Sumatera Utara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kota Medan 

mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam pelaksanaan 

pengelolaan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada 

akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat terlebih pada 

masyarakat kota Medan sendiri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melakukan pengolahan data dalam 

penelitian ini digunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan yang  

merupakan instansi yang terkait dan berfungsi sebagai unsur penunjang 

pemerintah daerah. Salah satu tugas yang dilakukan oleh BPKAD adalah 

melaksanakan kegiatan pemerintah tentang pengurusan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan 

penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah menjadi Permendagri 

Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 

tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan yang terbaru digunakan  

Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan 
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daerah yang diterapkan ditahun anggaran 2021. Dalam peraturan ini disebutkan 

semua tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah). 

Makna utama anggaran berbasis kinerja adalah dimasukkannya elemen 

indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Pelaksanaan sistem 

anggaran berbasis kinerja ini berimplikasi pada pengukuran kinerja. Dengan 

demikian, setiap program atau kegiatan harus memiliki tujuan dan sasaran yang 

terukur, baik input, proses, output, outcome, dan impact. Indeks efisiensi dan 

efektivitas dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja 

program/kegiatan. 

Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mengupayakan 

pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga masyarakat tidak 

hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, tetapi juga 

pemerintah kota Medan berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh 

perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung dari Pemerintah Kota 

Medan yang diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Pemerintah kota Medan : 

Tabel 1.1  

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Medan 

2018-2020 
 

Tahun Aggaran Realisasi Persentase(%) 

2018 Rp. 2.112.663.059.116,00 Rp. 1.636.204.514.683,53 77,45 

2019 Rp. 2.312.760.384.058,00 Rp. 1.829.665.882.248,31 79,11 

2020 Rp. 2.635.940.826.059,00 Rp. 1.674.753.097.780,12 63,53 

Sumber: BPKAD Kota Medan 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diidentifikasikan bahwa penerapan anggaran 

berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Pemerintah Kota Medan 

dengan rincian data diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran 
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pendapatan asli daerah masih belum 100% mencapai target anggaran yang telah 

direncanakan dan realisasi tidak pernah sama atau diatas nilai anggaran. Pada 

tahun 2018 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.112.663.059.116,00 

tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 1.636.204.514.683,53 sehingga 

terdapat selisih yang sangat banyak yaitu sebesar Rp. 476.458.544.432,00 hal 

tersebut dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2018 pemerintah daerah kota 

Medan belum memaksimalkan kemampuan daerahnya dalam mencapai dan 

mengembangkan sumber-sumber penerimaan asli daerah kota Medan.Tahun 2019 

target anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.312.760.384.058,00 

tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 1.829.665.882.248,31 pada tahun 

ini pun terdapat selisih yang sangat banyak yaitu sebesar Rp. 483.094.501.810,00, 

hal ini juga menjelaskan ditahun ini juga pemerintah kota Medan belum 

memaksimalkan kemampuan daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya 

kelemahan pada aspek penegakan hukum dan pengawasan, sumber daya manusia 

maupun sarana dan prasarana, serta minimnya inovasi dan kreativitas pemimpin 

kota Medan dalam upaya menggenjot penerimaan, yang dikemukakan oleh Hatta 

Ridho ketua Tax Center Fisip USU pada 14 Oktober 2020 pada website Tagar.id. 

Begitu pula pada tahun 2020 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 

2.635.940.826.059,00 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.674.753.097.780,12 

selisahnya juga sangat banyak yaitu sebesar Rp.961.187.728.278,68 hal ini pun 

menunjukkan ketidakmaksimalan pemerintah dalam menggali kemampuan 

daerahnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mulai 

masuk ke Indonesia pada Maret 2020 yang menyebabkan perekenomian nasional 

terpuruk dan berdampak juga pada Pendapatan Asli Daerah.   
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Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Medan 

Tahun 2018-2020 

Uraian 
2018 2019 2020 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 
Belanja 
Daerah 

5.449.562.922.528 4.213.480.509.726 6.304.555.945.273 5.060.820.573.308 6.188.219.576.678 5.044.096.904.608 

Belanja 

Operasi 
4.274.124.864.704 3.455.113.095.305 4.994.299.989.018 4.067.560.113.869 5.171.467.656.098 4.194.260.660.918 

 Belanja 
Modal 

1.168.438.057.824   753.996.886.210 1.300.255.956.255    992.661.245.694 1.006.751.920.579    339.836.243.690 

 Belanja 
Tidak    

Terduga 
       7.000.000.000       4.370.528.210      10.000.000.000          599.213.744 10.000.000.000    510.000.000.000 

Sumber: BPKAD Kota Medan  

 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diidentifikasikan bahwa penerapan anggaran 

berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Pemerintah Kota Medan 

dengan rincian data diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran masih 

belum 100% mencapai target anggaran yang telah direncanakan dan realisasi tidak 

pernah sama atau diatas nilai anggaran. Pada tahun 2018 target anggaran belanja 

yang direncanakan sebesar Rp. 5.449.562.922.528 tetapi realisasi yang dicapai 

hanya sebesar Rp. 4.213.480.509.726. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pada 

tahun 2018 anggaran belanja daerah belum optimal. 

Tahun 2019 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 

6.304.555.945.273 tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 

5.060.820.573.308. Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 

2019 anggaran belanja daerah belum optimal. 

Tahun 2020 target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 

6.188.219.576.678 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.044.096.904.608. Hal ini 

juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 anggaran belanja daerah belum 

mencapai optimalisasi. 

Pemerintah kota Medan dalam hal ini telah dan akan berupaya sebaik 

mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan 
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pengembangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi 

tidak dengan mengabaikan pengukuran kinerja anggaran, baik skala kecil maupun 

besar. Karena terdapat beberapa hambatan yang menjadikan sistem dari 

penganggaran anggaran pendaptan dan belanja sendiri menjadi kurang efektif 

karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola 

pada proses perencanaan anggaran itu sendiri. 

Sehingga dalam hal ini efektivitas dan efisiensi anggaran dalam pencapaian 

targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi 

dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai. Dari uraian latar belakang 

di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota 

Medan”. 

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

1. Tidak tercapainya target anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah 

direncanakan selama tahun terkahir. 

2. Realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari jalur pembahasan 

maka peneliti mencoba untuk membatasi penelitian ini hanya tentang analisis 

kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan 

dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja yang 
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diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota 

Medan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan dari 

periode 2018 sampai dengan 2020? 

2. Apakah penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun anggaran telah 

efektif? 

3. Bagaimana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama tahun 

anggaran telah efektifitas dan efisiensi? 

4. Apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran secara optimal dalam 

memprioritaskan pendapatan dan belanja? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sebeberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Pemerintah Kota Medan dari periode 2018 sampai dengan 2020. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran belanja daerah selama tahun 

anggaran telah efesien. 

3. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran 

secara optimal dalam memprioritaskan belanja. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mendapatkan ilmu, informasi dan 

pemahaman mengenai Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Pemerintah Kota Medan. 

2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Medan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi 

pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah kota Medan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian mengenai analisis kinerja anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan diharapkan sebagai bahan perbandingan dan 

pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta 

dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan 

masukan yang positif. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian “Analisis Kinerja 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pulau Marotai Tahun Anggaran 2013-2015” Sedangkan penelitian ini berjudul 

“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah 

Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2020”. 
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Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada: 

1. Teknik Analisis Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan dua (2) rasio 

untuk menganalisis data (rasio kemandirian dan rasio efektivitas). Dalam 

penelitian ini menggunakan satu (1) rasio untuk menganalisis data pendapatan  

yaitu rasio efektivitas dan menggunakan empat (4) rasio untuk menganalisis 

data belanja yaitu rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio 

keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. 

2. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 dan 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. 

3. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di Pemerintah Kabupaten Pulau 

Marotai sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota (Pemko) 

Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 

 Teori keagenan adalah suatu ikatan atau kontrak perjanjian antara dua 

pihak atau lebih yang memilki suatu hubungan, dimana pihak pertama disebut 

prinsipal dan pihak kedua disebut agen. Prinsipal adalah pihak yang bertindak 

sebagai pemberi amanah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian 

dan masukan atau kritikan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen, sedangkan 

agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak 

prinsipal (Nugroho dan Rohman, 2012). 

 Verawaty (2017), mengungkapkan bahwa teori keagenan dapat 

diaplikasikan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka 

analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi 

publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni  terdapat beberapa prinsipal 

dengan tujuan berebeda dan kepentingan yang tidak harmonis dan prinsipal juga 

bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan 

kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata 

hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. 

 Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan pemerintah 

dengan masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Dalam 

prakteknya pelaporan pelaksanan anggaran pada pemerintah daerah dapat didasari 

oleh teori keagenan. Pemerintah daerah sebagai agen yang mempunyai kewajiban 
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untuk menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai 

pertanggungjawaban. Sementara itu masyarakat akan mengawasi perilaku 

pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. 

Dalam melakukan pengawasan tersebut, masyarakat memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya 

yang diamanahkan melalui pelaporan keuangan secara periodik. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam suatu pemerintahan, hubungan Antara pemerintah dan 

para penguna informasi anggaran dapat digambarkan sebagai suatu hubungan 

keagenan. 

2.1.2 Teori Signal (Signaling Theory) dalam Pemerintah 

Teori signal adalah teori yang menjelaskan mengenai alasan pemerintah 

memiliki motivasi untuk memperlihatkan signal kepada masyarakat. Pemerintah 

memberikan signal kepada masyarakat karena adanya ketidak selasaran informasi 

antara pemerintah dengan masyarakat. Ketidakselarasan informasi terjadi karena 

pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat 

mengenai perputaran dalam pemerintahan. 

Wolk and Tearney, dalam Bestari (2013) mengungkapkan bahwa, “Dengan 

teori signal, pemerintah memberikan signal kepada masyarakat dalam susunan 

informasi keuangan yang berkualitas, memadai dan dapat dipercaya serta 

pengungkapan dengan penjelasan yang lebih lengkap. Hal itu dilakukan agar 

pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan 

pemerintahan dengan baik. Kinerja pemerintahan tersebut perlu diketahui 

masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah 

maupun sebagai bentuk penawaran yang bertujuan unyuk hal politik. Hal positif 
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dalam teori signal terlihatdengan kemampuan pemerintah memberikan informasi 

yang akurat, maka masyarakat dapat membedakan mereka dengan pemerintah lain 

yang tidak memiliki informasi yang baik dengan memberikan informasi tentang 

kondisi mereka”. Dengan sinyal positif dari pemerintah, diharapkan bisa 

mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena hal tersebut dapat 

memberikan penilaian yang baik  dari masyarakat terhadap pemerintah. 

Akuntansi berkaitan dengan dua signal, yaitu signal langsung dan signal 

tidak langsung. Signal langsung mencakup aliran kas pemerintah, sedangkan 

signal tidak langsung meliputi kebijakan keuangan, struktur modal, dan pemilihan 

kebijakan akuntansi. Pengungkapan langsung dapat menjadi signal yang bisa 

dipercaya dan dapat mengurangi adverse selection dalam pemerintahan. 

2.1.3 Teori Kegunaan Keputusan Informasi 

Teori Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi telah dikenal sejak tahun 

1954 dan menurut Ataubus dalam Lif (2017) telah menjadi referensi dari 

penyusunan kerangaka konseptual Financial Accounting Standar Board (FASB) 

yaitu Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) yang berlaku di 

Amerika Serikat. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi memuat tentang 

hal-hal yang harus dikontrol oleh pengawas informasi akuntansi agar lingkupan 

yang ada dapat mencukupi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan 

menggunakannya. Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) Nomor 2 

tentang kualitatif Characteristic of Accounting Information menunjukkan 

tingkatan tentang kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, 

kandungannya, dan kualitas sekunder. Pengambilan keputusan ekonomi 

menggunakan kualitas primer informasi yaitu dengan menilai dari  nilai relevan 
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dan nilai reliabilitas. Kedua nilai ini berfungsi memberikan informasi akuntansi 

yang berguna  dalam pengambilan keputusan.  

Nilai relevan digunakan sebagai kualitas informasi untuk menunjukkan 

setiap perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. 

Sedangkan nilai reliabilitas diartikan sebagai nilai yang menjamin kualitas 

informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan atau bias. Agar relevan 

informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan. 

Informasi akuntansi harus memilki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan 

pada suatu keputusan. Hal tersebut dilakukan dengan cara membantu para 

pengguna informasi dalam memperkirakan tentang hasil dari kegiatan di masa 

lalu, sekarang, dan dimasa yang akan datang atau untuk menegaskan perkiraanya.  

Teori kegunaan keputusan informasi sangat signifikan, karena Standar 

Akuntansi Pemerintahan Indonesia (SPIP) mengangkat keistimewaan dari SFAC 

Nomor 2. Tetapi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan pada empat 

persyaratan normatif yakni: relevan, terpercaya, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. Sedangkan karakteristik konsistensi merupakn elemen dari prinsip 

akuntansi dan pelaporan keuangan. 

2.1.4 Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

Stewardship theory menjelaskan bahwa tidak ada suatu kondisi dari para 

manajemen untuk termotivasi melaksanakan kepentingan individu melainkan 

lebih fokus untuk tujuan dan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. 

Anggapan filosofi tentang teori stewardship dibentuk dari sifat manusia yaitu 

handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, serta bertindak 

jujur terhadap pihak lainnya.. Dengan kata lain, stewardship theory melihat bahwa 
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manajemen mampu berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya 

maupun shareholders pada khususnya. Teori ini menunjukkan keterkaitan antara 

keberhasilan dan kesuksesan organisasi. Haliah (2012) mengungkapkan 

pendapatnya bahwa, “Kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan 

mengoptimalksan manfaat principals dan manajemen. Teori stewardship dapat 

digunakan dalam penelitian tentang akuntansi pada organisasi sektor publik”. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu cara 

untuk menciptakan pelaksanaan good governance. Pemerintah Daerah harus 

menjelaskan secara detail dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi 

lainnya secara relevan untuk mencapai tujuan dalam pembuatan LKPD yang akan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

Pihak-pihak tertentu dapat menggunakan LKPD tersebut untuk mengambil 

keputusan-keputusan ekonomi. 

Akuntansi pada organisai sektor publik pada awalnya hanya untuk 

memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. Akuntansi 

dengan perubahan yang semakin baik menjadi instrument penggerak dalam  

organisasi sektor publik, selaku principals tidak mudah untuk melakukan fungsi-

fungsi pengelolaan secara individu. Segingga dilakukan pemisahan antara fungsi 

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan. Kontribusi akuntansi sangat diharapkan 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas 

pengelolaan kekayaan Negara. Secara prinsip, akuntansi adalah instrumen 

pengendalian, yang bermanfaat untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dengan 

pelaporan atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangannya. Keterbatasan 

prinsipal sehingga memberikan pihak lain (stewards/manajemen) yang lebih 
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kompeten dalam pengelolaan keuangannya. Perjanjian hubungan antara prinsipals 

dengan stewards dilandasi atas kepercayaan bersama sesuai dengan tujuan 

organisasi.  

Keterkaitan teori stewardship pada penelitian ini yaitu dapat 

menggambarkan keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu penerima amanah 

yang dapat dipercaya dan dapat menerima pendapat masyarakat, dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dapat memberikan 

pertanggungjawaban terhadap keuangannya, sehingga sasaran dan kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai secara optimal. 

2.1.5 Good Goverment 

Good Goverment adalah tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih 

dari korupsi dan lain sebagainya dalam kepemimpinannya. Baik dari 

pemerintahan tingkat desa sampai  pemerintahan pusat. Untuk mewujudkan Good 

Goverment tidak semata-mata dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Tetapi 

juga harus dilakukan pemerintah daerah agar dapat membawa keseimbangan dan 

kemajuan bagi Negara. Selain itu juga harus adanya keterlibatan masyarakat demi 

mewujudkan pemeinahan yang baik. 

Good Goverment tidak dapat terwujud dan terlaksana dalam waktu yang 

singkat, tetapi membutuhkan proses yang lama dan dilakukan secara 

bertahap.  Diawali dari tingkat desa, kemudian dilanjutkan ketingkat kecamatan, 

lalu ketingkat kabupaten, sampai ketingkat provinsi, setelah Good Government 

terlaksanadibeberapa provinsi maka akan dilanjutkan pada tingkat pemerintahan 

pusat. Apabila didalam Negara telah terjadi sistem pemerintahan yang baik maka 
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kehidupan masyarakatnya akan menjadi makmur dan sejahtera dan jauh dari 

tindak korupsi.  

Negara yang telah berhasil mewujudkan Good Goverment sudah dapat 

dikatakan sebagai negara yang maju karena sudah membuktikan negaranya 

menjadi makmur dan sejahtera. Kondisi ekonomi dalam negara tersebut sudah 

dipastikan berkembang dengan pesat dan tercapai tujuan bersama.  

2.1.6  Keuangan Daerah 

a. Pengertian Keuangan Daerah  

Keuangan daerah adalah semua kewajiban dan kewenangan daerah yang 

dapat diukur dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan 

milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan kewenangan 

tersebut (Kuswandi, 2016). 

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012), keuangan daerah merupakan 

semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dengan segala satuan, 

baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan aset daerah selama belum 

dipegang atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak 

lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Sementara itu Paramita (2015) menegaskan bahwa kinerja keuangan 

daerah diartikan sebagai taraf pencapaian hasil kerja di sektor daerah mencakup 

pendapatan dan belanja daerah memakai indeks keuangan yang ditentukan least 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk satu periode anggaran. 

Keuangan Daerah menurut Peratuaran Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 

2011 merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan 

pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk didalamnya segala 
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bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam permendagri Nomor 21 

Tahun 2011 tentanng perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan program yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah. Peraturan menteri ini mengatur pengelolaan keuangan daerah 

meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum 

memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, 

penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, 

kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan ”.  

Keuangan daerah juga merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapta dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

hal ini tertulis dan dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014. 

Keuangan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah bermanfaat untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan 

daerah. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

b. Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Pengelolaan keuangan daerah menurut Khusaini (2018) adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
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pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah dalam hal ini memiliki beberapa kepengurusan yaitu 

kepengurusan umum disebut dengan pengurusan administrasi dan kepengurusan 

khusus yang sering disebut dengan bendaharawan. 

 Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya masih belum dapat 

dikategorikan baik apalagi berhasil karena masih terdapat masalah-masalah yang 

harus diperbaiki didalamnya khususnya masalah akuntansi yang dalam situasi 

tertentu akan menjadi salah satu kendala khusus bagi eksekutif bagi pengelolaan 

keuangan daerah seperti penerapan SAP berbasis akrual yang merupakan 

kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan negara 

saat ini (Nasution, 2016).  

 Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah 

pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga 

menyusun perencanaan dan pengolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam 

satu tahun kedepan. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk 

pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan disusun dalam 

APBD.   

UU Nomor 22 Tahun 2004 menetapkan landasan dalam penaraan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, diantaranya menetapkan: 

1. Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

peraturan daerah. 
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2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Perda tersebut. 

3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja daerah 

4. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat 

diketahui oleh masyarakat. 

 

Pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 58 tahun 2005 (Pasal 4) menjelaskan keuangan daerah 

dilaksanakan dengan tertib, tunduk pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatuhan, dan berguna untuk kebutuhan publik serta pengelolaan 

keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terpercaya yang 

diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah setiap 

tahunnya.   

 

2.1.7  Anggaran 

a. Pengertian Anggaran  

Utari dkk (2016) memberikan pendapat bahwa Penganggaran adalah 

proses penyusunan anggaran, yang dimulai dengan pengumpulan dan 

pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, 

bagian divisi, penyusunan penuh, memperbaiki dan mengajukan kepada pimpinan 

tertinggi untuk disetujui dan dapat dilaksanakan. 

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata budget, berasal 

dari bahasa Perancis “bougette” yang artinya tas kecil. 
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Pengertian anggaran menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Nafarin (2013) memberikan pendapat bahwa “Anggaran adalah suatu 

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara terurut untuk periode tertentu dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan barang atau jasa”. 

2. Yabbar dan Hamzah (2015), anggaran merupakan pedomana tindakan 

yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun 

menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

3. Adisaputro dan Anggarini (2017), anggaran dan penganggaran adalah 

suatu hal yang berbeda. Anggaran atau budget merupakan hasil 

penyusunan anggaran. 

4. Sasongko dkk (2015) berpendapat bahwa “Anggaran dalah rencana 

kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang 

tertuang secara kuantitatif”.  

5. Wati dkk (2013), Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem 

pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisiensi untuk mencapai 

tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik. 

6. Mahsun (2016), anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan 

yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan 

dalam satuan moneter. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu 

perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan 

dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang 
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sudah di tentukan. Atau bisa di simpulkan juga bahwa anggaran merupakan suatu 

pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka dimana 

mencerminkan kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. 

b. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Anggaran juga memiliki defenisi tersendiri dalam organisasi sektor publik. 

Pengertian anggaran sektor publik menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

1. Bastian (2013) berpendapat bahwa “Anggaran sektor publik merupakan 

serangkaian rencana dari program yang ditampilkan dalam bentuk rencana 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. 

2. Mardiasmo (2011) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu 

“Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai 

dengan uang publik”. 

3. Putra, dkk (2015) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan 

program-program. 

4. Mahmudi (2016), anggaran sektor publik adalah blue print organisasi 

tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksankan serta masa 

depan yang akan diwujudkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil keputusan bahwa 

anggaran sektor publik adalah tindakan yang akan dilaksanakan/dicapai oleh 

organisasi sektor publik yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang 

diharapkan terjadi dimasa yang akan datang. 
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c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 APBD merupakan inti dari pengelolaan keuangan daerah dalam setiap 

anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

Tujuan dan fungsi serta klasifikasi APBD menurut UU No. 17 tahun 2003 

pasal 16 yaitu: 

1. APBD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 

yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. 

2. APBD meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 

3. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan also daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Pendapatan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 

4. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan Jenis belanja. 

Belanja daerah merupakan keharusan dan kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

Ketentuan umum penyusunan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 17 

yaitu:  

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pennyelenggaraan pemerintahan 

dan kemampuan pendapatan daerah. 



26 

 

 

 

Dalam penyusunan APBD dimakasud, diupayakan agar belanja 

operational tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

2. APBD disusun dan dirancang harus berpedoman kepada rencana kerja 

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya Tujuan 

bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber 

pembiayaan untuk menutup deficit tersebut dalam Peraturan daerah 

tentang APBD. 

4. Anggran yang diprediksi surplus, akan ditetapkan penggunaan surplus 

tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

Dengan keluarnya PP Nomor 105 Tahun 2000 terjadi pergeseran mendasar 

(reformasi) dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD), antar lain menyangkut: 

1. Sifat Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)  

2. Penganggaran  

3. Pengendalian dan audit 

4. Prinsip penggunaan uang 

5. Pusat pertanggungjawaban 

6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah  

Prinsip penyusunan APBD menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman APBD tahun 2018 yaitu: 

1. Dalam rangka kebutuhan pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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2. Tertib dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 

3. Tepat pada waktunya atau sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

asked informasi seluas-luasnya tentang APBD. 

5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat. 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih Tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

d. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun 2006, tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai struktur APBD 

yang terdiri dari: 

1. Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

Pendapatan daerah meliputi: 

a. pendapatan asli daerah 

b. pendapatan transfer 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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A. Pendapatan Asli Daerah  

 Merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari 

sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan 

pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil 

kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah meliputi pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan 

asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk 

diantaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. 

B. Pendapatan Transfer 

 Merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer 

pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam 

transfer pemerintah pusat untuk daerah yaitu: 

1. Dana Perimbangan 

2. Dana Otonomi Khusus 

3. Dana Keistimewaan 

4. Dana Desa 

Dana perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  
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Dana Bagi Hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan 

sumber daya alam. Dana alokasi umum diberikan kepada daerah untuk 

tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. 

Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari pendapatan bagi hasil 

atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil 

adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang 

dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentasi tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada 

daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan  

tertentu lainnya. 

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 Meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan 

transfer. Pendapatan Jenis ini dapat meliputi hibah, dana darurat, atau 

pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Belanja  Daerah   

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

Pengertian belanja menurut PSAP No. 2 adalah semua pengeluaran dan 

rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran 

lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
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diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang belanja 

daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang Nilai kekayaan bersih. 

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, Karena dengan 

dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis 

kas. 

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.   

Belanja daerah meliputi: 

a. belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan yang tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

3. Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran 

berikutnya. 

Pembiayaan daerah meliputi: 

a. penerimaan  

b. pengeluaran 
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2.1.8 Kinerja Keuangan Daerah 

a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah 

Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja merupakan suatu prestasi kerja 

yang didapatkan oleh seorang pegawai yang bertujuan untuk mencapai target yang 

diharapkan. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai 

berikut: 

Mohamad Mahsun (2012) berependapat bahwa, “Kinerja merupakan 

gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi”.  

Desi Agustina (2013) dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa 

“Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang 

keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah dengan 

memanfaatkan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau 

ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Wujud dari kinerja 

tersebut adalah rasio keuangan yang terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”.  

Halim (2013) berpendapat bahwa “Kinerja keuangan daerah adalah 

potensi daerah yang salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat 

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan 
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Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah 

dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola 

keuangannya. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Menguatnya tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban kinerja keuangan 

daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang kinerjanya. Pengukuran kinerja tersebut dituntut untuk dapat menjelaskan 

informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut 

mengawasi kinerja keuangan daerah tersebut. Laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah daerah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun 

mengikuti standar akuntansi pemerintah agar dapat mewujudkan transparasi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

menurut Putri (2015) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: 

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi 

pelayanan publik. 
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2. Untuk menempatkan alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3. Untuk memberikan pertanggungjawaban  kepada masyarakat dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

 Pendapat lain dikemukaan oleh Nurlia (2017) bahwa, “Tujuan pokok 

pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan 

organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya 

pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk tiga tujuan yaitu: 

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 

2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan 

3. Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan 

Pengukuran kinerja secara umum bertujuan untuk menginformasikan 

program secara lebih baik untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial 

secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian 

strateginya. 

 

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 

Pengukuran kinerja sangat penting dan bermanfaat bagi organisasi, secara 

umum pengukuran kinerja bermanfaat untuk:  

1. Memberikan pengetahuan tentang tolak ukur yang digunakan menilai kinerja 

manajemen, 

2. Membuktikan tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan 

3. Meengawasi dan menilai kinerja dengan membandingkan rencana kerja dan 
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realisasinya. 

4. Membantu mengungkap dan memecahklan masalah yang ada 

5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

d. Indikator Kinerja Keuangan Daerah 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran 

Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Mohamad 

Mahsun (2012) menjelaskan indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi: 

1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya: 

a) Jumlah dana yang dibutuhkan 

b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan 

c) Jumlah infra struktur yang ada 

d) Jumlah waktu yang digunakan 

2) Indikator Proses (Process), misalnya: 

a) Ketaatan pada peraturan perundangan 

b) Rata-rata yang digunakan dalam memproduksi atau menghasilkan layanan 

jasa 

3) Indikator Keluaran (Output), misalnya: 

a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan 

b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa 

4) Indikator Hasil (Outcome), misalnya: 

a) Susunan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan 

b) Produktivitas para karyawan atau pegawai 

5) Indikator Manfaat (Benefit), misalnya: 
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a) Tingkat kepuasaan masyarakat 

b) Tingkat partisipasi masyarakat 

6) Indikator Impact, misalnya: 

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

b) Peningkatan pendapatan masyarakat  

2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

Kinerja sebagai kegiatan yang sistematis dari suatu entitas selama jangka 

waktu tertentu sebagai patokan dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja 

keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 

melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.  

Pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian 

kinerja, yaitu untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi, program atau 

kegiatan. Pengukuran kinerja adalah suatu tahapan yang sistematis untuk menilai 

apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai 

keberhasilan yang telah ditargetan pada saat perencanaan. 

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012), “Analisis Laporan 

Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang 

yang terdapat dalam laporan keuangan”. Penggunaan analisis rasio pada sektor 

publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori 

belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. 

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD 

perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda 
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dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan 

dalam kegiatan operasinya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, 

aspek penghimpun dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun sumber 

daya manusianya.19 Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secar tidak 

langsung, yaitu  hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer publik menilai pencapaian suatu stategi melalui alat ukur 

finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud, yaitu: 

a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki 

kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk 

meningkat efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian 

pelayanan publik. 

b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan. 

c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung-

jawaban publik dan memperbaiki komukasi kelembagaan. 

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan 

yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. masyarakat tentu tidak 

mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima 

tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah 
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berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD 

belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara 

bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, 

efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun 

kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan swasta. 

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki 

suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat 

ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini 

adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta 

masyarkat dan kreditor. 

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat 

membuat analisis anggaran pendaptan yaitu berupa analisi rasio efektivitas dan  

analisis belanja antara lain berupa Analisis Varians Belanja, Analisis 

Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. 

Dengan melihat kinerja pendapatan dan belanja, maka dapat dilihat kinerja 

APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka 
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yang sudah ditergetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik. 

1. Analisis Rasio Efektivitas 

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan sasaran yang akan 

dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan target akhir dari kebijakan.Menurut Mahmudi (2016), Rasio 

Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. 

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015): 

                                 
                                 

                             
       

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah 
 

Presentase kinerja anggaran Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektifitas 

80%-90%  Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektifitas 

<60% Tidak Efektifitas 

Sumber:Tim Litbang Depdagr Fisipol UGM dalam Susanto, 2014 

 

2. Analisis Varians Belanja 

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 

antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran 

tersebut. Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum 

pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah 

daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi 

yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau 
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selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi 

anggaran dan belanja ditinjau dari analisis varians bisa dinyatakan dalam bentuk 

nominalnya atau presentasenya.  Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut: 

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 

 

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan 

bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya 

efisiensi anggaran. Kedua justrus sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka 

sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga 

estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa 

jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilakukan eksekutif 

padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. 

3. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam 

pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang 

ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. 

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan 

kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs 

rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro 

ekonomi. 

 

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut: 
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Pertumbuhan 

Belanja Tahunt 
= 

Rea. Belanja Tahunt - Rea. Belanja Tahunt-1 
X 100% 

Rea. Belanja Tahunt-1 

 

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar 

pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan 

pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka 

menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. 

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensipotensi daerah 

yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah 

(TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja 

Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang 

bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya 

dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, 

dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka 

pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu 

meningkatkan pertumbuhan daerahnya. 

 

4. Analisis Keserasian Belanja 

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan 

antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, 

alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka 

pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 
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Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja 

Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam rasio keseraian 

ini, yaitu: rasio belanja operasional dan rasio belanja modal. 

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja 

Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada 

pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja 

Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi 

dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi Belanja Operasi 

mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi 

yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya 

rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja 

modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat 

mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk 

belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan 

manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi 

belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20%. 

      Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Belanja Operasi = 
Realisasi Belanja Operasi 

X 100% 
Total Belanja Daerah  
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5. Analisis Efesiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisiesni belanja ini digunakan untuk 

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. 

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio 

efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih makan mengindikasikan 

telah terjadi pemborosan anggaran. 

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut: 

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah 

dalam melakukan anggarkan belanja daerah. Secara umum, nilai efesiensi dalam 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sangat efisien : <60% 

b. Efisien  :60%-80% 

c. Cukup efisien :81%-90% 

d. Kurang efisien :91%-100% 

e. Tidak efisien :>100% 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 

X 100% 
Total Belanja Daerah  

Rasio Efesiensi Belanja = 
Realisasi  Belanja  

X 100% 
Anggaran Belanja  
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1.  Utari  

(2015) 

Analisis Efisiensi 

dan Efektivitas 

pelaksanaan 

Realisasi anggaran 

Dinas Pendidikan 

Kota Semarang 

Variabel independen: 

Efisiensi dan Efektivitas 

anggaran Dinas 

Pendidikan Kota 

Semarang 

 

Variabel dependen: 

Pelaksanaan realisasi 

anggaran Dinas 

Pendidikan Kota 

Semarang 

Dalam belanja langsung 

tingkat efisiensi dari tahun 

2011-2014 sudah efisiensi 

dalam penggunaan dana 

(anggaran) yang rendah 

dengan harapan pada setiap 

program dan kegiatan yang 

dijalankan dapat bermanfaat 

semakin baik (spending well) 

2. Karamoy 

(2015) 

Analisis Kinerja 

realisasi anggaran 

pendapatan dan 

belanja daerah 

pemerintah kota 

tomohon tahun 

anggaran 2011-

2013 

Variabel independen: 

Kinerja Pemerintah Kota 

Tomohon  

 

Variabel dependen: 

Anggaran Pendapatan dan 

belanja Daerah 

Pemerintah Kota 

Tomohon Tahun anggaran 

2011-2013 

Kinerja pendapatan dari 

pemerintah kota Tomohon 

cukup baik, yang dapat 

dilihat dari realisasi 

pendapatan tahun 2012 dan 

2013 sudah melebihi target 

kecuali pendapatan pada 

tahun 2011 yang tidak 

memenuhi target 

3.  Mubin 

Fauzil 

(2017) 

Analisis Kinerja 

Keuangan Dinas 

pendapatan Daerah 

(Dispenda) dalam 

rangka 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Malang  

 

Variabel Independen: 

Kineja Keuangan Dinas 

Pendapatan Daerah 

(Dispenda) kota Malang 

 

Variabel Dependen: 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kota Malang 

1. Kinerja DISPENDA 

dalam rangka meningkatkan 

PAD di kota Malang sudah 

baik 

2. Pada rasio efektivitas 

menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya 

3. Rasio kemandirian 

mengalami fluktuasi dengan 

rata-rata sebesar 15.05%  

artinya kemandirian PAD  

kota Malang tinggi. 

4. Rasio pertumbuhan 

mengalami pertumbuhan 

secara positif 

5. Rasio kontribusi PAD 

kota Malang 2010-2012 

secara keseluruhan 

mengalami kenaikan 

4.  Kelfani 

(2019) 

Analisis Anggaran 

Kinerja Sektor 

Publik Pada Dinas 

Perhubungan Kota 

Palembang 

Variabel Tunggal: 

Analisis Anggaran 

Kinerja Sektor Publik 

Target dan realisasi 

anggaran kinerja sektor 

publik masih rendah 

daripada target yang sudah 

ditetapkan. Namun ada 

beberapa kendala yang 

dihadapi dalam dinas 

perhubungan kota 

Palembang misalnya ada 

beberapa target pendapatan 

kurang efektif, hal ini 

disebabkan penurunan 

terhadap retribusi, 

sedangkan tidak efisien itu 
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Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

dikarenakan belanja modal 

dan belanja operasi dinas 

perhubungan kota 

palembang tidak sesuai 

dengan realisasi pendapatan. 

5. Nugroho 

dan 

R0hman 

(2012) 

Pengaruh Belanja 

Modal terhadap 

Pertumbuhan 

Kinerja Keuangan 

daerah dengan 

Pendapatan Asli 

Daerah sebagai 

Variabel 

Intervening (Studi 

Kasus di Provinsi 

Jawa Tengah). 

Variabel independen: 

Belanja Modal 

 

Variabel dependen: 

Pertumbuhan Kinerja 

Keuangan Daerah 

 

Variabel intervening: 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil penelitian 

menunjukkan dimana secara 

keseluruhan belanja modal 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan daerah, 

kemudian pendapatan asli 

daerah juga mampu 

memberikan pengaruh 

terhadap belanja modal dan 

kinerj keuangan daerah. 

6. Rexy R 

(2019) 

Analisis Kinerja 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Pulau Marotai 

Tahun Anggaran 

2013-2015 

Variabel tunggal: APBD  1. Berdasarkan analisis 

Varian Belanja secara 

keseluruhan selama tiga 

tahun, Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kota Tomohon 

memiliki rata-rata sebesar 

91,55%, dengan demikian 

kinerja belanja dinilai 

baik. Dimana pada tahun 

2013 sampai tahun 2015 

menggunakan kurang dari 

100% jumlah yang 

dianggarkan.  

2. Pertumbuhan belanja 

Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kota Tomohon 

menunjukkan 

pertumbuhan yang positif 

dengan rata-rata sebesar 

8,11%.  

3. Hasil analisis 

keserasian belanja 

menunjukkan bahwa 

Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kota Tomohon 

sudah melakukan 

harmonisasi belanja. Hal 

ini dibuktikan dengan 

proporsi belanja operasi 

yang lebih besar. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah kumpulan konsep dari fenomena yang diteliti 

sehingga maknanya sangat abstrak dan dapat dimaknai secara subjektif dan dapat 

menimbulkan ambigu (Suliyanto 2018). Kerangka konseptual ini gunanya untuk 

menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan 

dibahas. Dalam Penelitian ini variabel tunggal yang ingin di teliti yaitu Anggaran 

kinerja sektor publik pada Pemerintah Kota Medan. Peneliti mengukur anggaran 

kinerja sektor publik tersebut melalui analisis varian belanja, analisis 

pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efesiensi belanja. 

Karena sesuai dengan konsep anggaran  mengindikasikan beban kerja, yakni 

semakin besar anggaran menunjukkan semakin besar pula beban kerja organisasi, 

begitu juga sebaliknya, program atau kegiatan merupakan output atau hasial kerja 

dan organisasi pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 

dan masyarakat umum. Oleh karenanya pengalokasian anggaran sangat terkait 

dengan kinerja organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

 

 

 

 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Kota Medan 

Analisis 

Varian 

Belanja 

(Halim, 

2017) 

  

Hasil Analisis Kinerja Anggran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan 

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(Halim,2014) 

Analisis 
Pertumbuha

n Belanja 

(Mahsun, 

2016) 

 

Analisis 

Keserasia

n Belanja 

(Mahsun, 

2016). 

 

Analisis 

Efesiensi 

Belanja 

(Mahmud

i,2016) 

 

Analisis 

Efektivitas 

pendaptan 
(Mahmudi, 

2015) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dan tidak 

dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum, 

sugiyono (2014). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif, yang artinya peneliti mendeskripsikan data yang diterima 

dan dikumpulkan dari pemerintah kota Medan untuk membuat suatu kesimpulan 

secara umum. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Medan yang 

beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 
 

No 

 

Kegiatan 

Tahun 

Apr Mei Des Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

1 Pengajuan Judul           

2 Penyusunan Proposal          

3 Seminar Proposal           

4 Perbaikan/Acc Proposal           

5 Pengolahan Data           

6 Penyusunan Skripsi           

7 Bimbingan Skripsi           

8 Sidang Meja Hijau           

Sumber: Diolah Peneliti (2021) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah Data 

Kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung dari data anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, serta realisasi pendapatan dan belanja daerah 

Pemerintah Kota Medan pada tahun 2018-2020. 

3.3.2 Sumber Data 

Sugiyono (2012), Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber 

dari literatur, buku-buku, serta dokumen. 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi pemerintah kota 

medan, hasil kepustakaan serta dari Internet. 

 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu mengenai pembahasan 

anggaran kinerja sektor publik pada pemerintah Kota Medan. 

3.4.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha untuk melakukan 

pendektesian terhadap variabel satu yang berpengaruh terhadap variabel lain yang 

diamati dengan menggunakan pengukuran skala data interval dan skala data rasio 
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yang dipilih peneliti untuk  menentukan hubungan variabel dengan suatu gejala 

yang akan diobservasi. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional  

No   Variabel  Definisi       Indikator  Skala 

1 Efektivitas 

pendapatan  

Rasio Efektivitas PAD 

menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam 

mengelola penerimaan PAD 

menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan 

PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan. 

(Mahmudi, 2015) 

 

 

     Realisasi PAD 

Target Anggaran 

PAD 

 

Rasio 

2 Varian 

Belanja 

Analisis varians belanja 

merupakan analisis terhadap 

perbedaan atau selisih antara 

realisasi belanja dengan 

anggaran yang berfungsi untuk 

mengetahui efisiensi 

penggunaan anggaran belanja 

yang digunakan selama tahun 

anggaran tersebut.  

(Halim, 2017) 

Realisasi Belanja – 

Anggaran Belanja 

Rasio 

3 Pertumbuhan 

Belanja 

Analisis pertumbuhan 

mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah 

daerah dalam 

mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dari periode 

ke periode berikutnya bersifat 

positif atau negatif, dalam 

pengertian sudah efisien atau 

belum serapan dalam 

penggunaan anggaran yang 

ada pada instansi untuk 

membiayai semua kegiatan-

kegiatannya. 
(Mahsun, 2016) 

Rea. Belanja Tahunt 

- Rea. Belanja 

Tahunt-1 

Rea. Belanja Tahunt-

1 
 

Rasio 
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Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan 

penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa 

sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari 

mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) 

atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan 

4 Keserasian 

Belanja 

Analisis keserasian belanja 

bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. 

Hal ini terkait dengan fungsi 

anggaran sebagai alat 

distribusi, alokasi dan 

stabilisasi.  

(Mahsun, 2016). 

Realisasi Belanja 
Operasi 

Total Belanja 

Daerah 

Belanja Operasi dan Modal 

Realisasi Belanja 

Modal 

Total Belanja 

Daerah 

 

Rasio 

5 Efesiensi 

Belanja 
Rasio efisiensi belanja 

merupakan perbandingan 

antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. 

Rasio efisiesni belanja ini 

digunakan untuk mengukur 

tingkat penghematan 

anggaran yang dilakukan 

pemerintah. 

(Mahmudi,2016) 

Realisasi Belanja 

Anggaran Belanja 
 

Rasio 

6 Kinerja 

Keuangan  
Tingkat capaian dari suatu 

hasil kerja dibidang 

keuangan daerah untuk 

mengetahui kemampuan 

suatu daerah dalam 

mengelola keuangannya. 

(Kasmir, 2016) 

Rasio Varians Belanja, 

Rasio Pertumbuhan 

Belanja, rasio Keserasian 

Belanja dan rasio 

Efesiensi Belanja 

Rasio 
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penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan 

sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan adalah: 

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen- 

dokumen yang berhubungan dengan rasio keuangan khususnya Rasio Varians 

Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, rasio Keserasian Belanja dan rasio 

Efesiensi Belanja. Dalam hal ini menggunakan laporan realisasi anggaran 

(LRA) Pemerintah Kota Medan. 

2. Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah dan skripsi 

tentang analisis Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, rasio 

Keserasian Belanja dan rasio Efesiensi Belanja dalam mengukur Kinerja 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan 

konsep anggaran khususnya analisis belanja. Analisis deskriptif adalah suatu 

kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta 

menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang 

dihadapi atau yang diteliti. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan 

membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis 

pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efektivitas dan 

efesiensi belanja agar dapat diketahui peningkataran efesiensi dari masing-

masing analisis dalam penganggaran belanja. 

3. Menginterpresesikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis 

untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut. 

4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitugan analisis untuk 

mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.   

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisi sebagai berikut: 

1. Analisis Rasio Efektivitas 

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektivitas apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Menurut Mahmudi (2016), 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola penerimaan PAD serta menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengerahkan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. 

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015): 
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Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah 
 

Presentase kinerja anggaran Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektifitas 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektifitas 

<60% Tidak Efektifitas 

Sumber:Tim Litbang Depdagr Fisipol UGM dalam Susanto, 2014 

2. Analisis Varians Belanja 

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 

antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran 

tersebut. Berikut adalah rumusnya: 

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 

 

3. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam 

pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang 

ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Berikut adalah 

rumusnya: 

Pertumbuhan 

Belanja Tahunt 
= 

Rea. Belanja Tahunt - Rea. Belanja Tahunt-1 
X 100% 

Rea. Belanja Tahunt-1 
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4. Analisis Keserasian Belanja 

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan 

antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, 

alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka 

pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. 

a. Rasio Belanja Operasi 

 

b. Rasio Belanja Modal 

 

5. Analisis Efesiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisiesni belanja ini digunakan untuk mengukur 

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah 

dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 

100%, sebaliknya jika lebih makan mengindikasikan telah terjadi pemborosan 

anggaran. Berikut adalag rumusnya: 

 

 

 

 

 

Rasio Belanja Operasi = 
Realisasi Belanja Operasi 

X 100% 
Total Belanja Daerah  

Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 

X 100% 
Total Belanja Daerah  

Rasio Efesiensi Belanja = 
Realisasi  Belanja  

X 100% 
Anggaran Belanja  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan 

Dilihat dari sejarahnya, Sumatera Utara sudah ada sejak zaman penjajahan 

Belanda yang saat itu masih bernama Dilihat Gouverment Van Sumatra dengan 

luas wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan dipimpin oleh Gubernur 

yang berpusat dikota Medan. Namun pasca Kemerdekaan Indonesia, Provinsi 

Sumatera sendiri dibagi menjadi tiga provinsi berbeda yakni Sumatera Utara, 

Sumatera Tengah, serta Sumatera Selatan yang kemudian memiliki hak untuk 

mengatur daerahnya masing-masing. Sementara itu Sumatera Utara sendiri 

merupakan gabungan dari tiga sub wilayah yakni Karesidenan Aceh, Karesidenan 

Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. Provinsi Sumatera Utara berada di 

bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1o – 4o Lintang Utara dan 98o – 100o 

Bujur Timur. Pada sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, pada sebelah 

Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, pada sebelah Selatan berbatasan 

dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan pada sebelah Barat, Sumatera 

Utara berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Daratan Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas 71.680,68 km2 , daratan 

provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km2 , sebagian besar berada di daratan 

pulau Sumatera dan sebagian berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta 

beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun dibagian Timur pantai pulau 

Sumatera. Daerah yang paling luas di Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota 

adalah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki luas 6.620,70 km
2
, 
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atau sekitar 9,23% dari keseluruhan luas Sumatera Utara, kemudian diikuti 

dengan Kabupaten Langkat yang memiliki luas 6.263,29 km
2
 atau 8,74%, lalu 

selanjutnya Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km
2
 atau sekitar 6,12%. 

Sedangkan luas daerah yang terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km
2
 

atau sekitar 0,02% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada 

umumnya Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki musim 

kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan 

November sampai pada bulan Maret, dan Musim kemarau biasanya terjadi pada 

bulan Juni sampai dengan bulan September. Diantara kedua musim penghujan dan 

kemarau diselingi oleh musim pancaroba. 

a. Visi Pemerintah Kota Medan 

Visi adalah gambaran tentang hal apa yang ingin dicapai di masa yang akan 

datang. Dihubungkan dengan pembangunan daerah, visi sekretariat Kota 

Medan pada intinya diambil dari visi misi kepala daerah yang terpilih. Oleh 

karenanya, visi dari Pemerintah Kota Medan adalah, “Terwujudnya 

masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif”. 

b. Misi Kota Medan 

Cara yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi tersebut maka 

diwujudkan melalui Misi sebagai berikut: 

1. MEDAN BERKAH 

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh 

nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga 

berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2. MEDAN MAJU 
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Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan 

dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua. 

3. MEDAN BERSIH 

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, 

profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani 

masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. 

4. MEDAN MEMBANGUN 

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan 

perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya 

lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas 

SDM. 

5. MEDAN KONDUSIF 

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota 

Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. 

6. MEDAN INOVATIF 

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang 

berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya. 

7. MEDAN BERIDENTITAS 

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam 

kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. 

 

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini 

dilihat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan yang 

menyajikan informasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dan 
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surplus/defisit-LRA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode.  

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 

2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Laporan Realisai Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan 

Tahun 2018-2020 

Tahun Aggaran Realisasi Persentase(%) 

2018 Rp. 2.112.663.059.116,00 Rp. 1.636.204.514.683,53 77,45 

2019 Rp. 2.312.760.384.058,00 Rp. 1.829.665.882.248,31 79,11 

2020 Rp. 2.635.940.826.059,00 Rp. 1.674.753.097.780,32 63,53 

Sumber: BPKAD Kota Medan 

4.1.3 Analisis Rasio Efektivitas  

 Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola penerimaan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. 

Berikut rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015): 

                                 
                                 

                             
       

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa 

rasio efektivitas pendapatan asi daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan 

pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 77,45%, 79,11%, serta 

63,53%. Hal ini menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah 

kota Medan mennjukkan kinerja kurang efektif yang ditunjukkan dengan 

presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 100%.  

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 

2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Medan 
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Tahun 2018-2020 

Uraian 
2018 2019 2020 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 
Belanja 
Daerah 

5.449.562.922.528 4.213.480.509.726 6.304.555.945.273 5.060.820.573.308 6.188.219.576.678 5.044.096.904.608 

Belanja 
Operasi 

4.274.124.864.704 3.455.113.095.305 4.994.299.989.018 4.067.560.113.869 5.171.467.656.098 4.194.260.660.918 

 Belanja 
Modal 

1.168.438.057.824   753.996.886.210 1.300.255.956.255    992.661.245.694 1.006.751.920.579    339.836.243.690 

 Belanja 
Tidak    

Terduga 
       7.000.000.000       4.370.528.210      10.000.000.000          599.213.744      10.000.000.000    510.000.000.000 

Sumber: BPKAD Kota Medan  

 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2018 sebesar 

Rp.5.449.562.922.528, dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar 

Rp.4.213.480.509.726 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi,  

belanja modal, serta belanja tidak terduga. 

Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar 

Rp.6.304.555.945.273, dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar 

Rp.5.060.820.573.308 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi,  

belanja modal, serta belanja tidak terduga. 

Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar 

Rp.6.188.219.576.678, dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar 

Rp5.044.096.904.608 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi,  

belanja modal, serta belanja tidak terduga. 

 

4.1.4 Analisis Varians Belanja 

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 

antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran 
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tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan: 

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 

 
Tabel 4.3 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2018-2020 

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Varians Belanja (%) 

2018 5.449.562.922.528 4.213.480.509.726 1.236.082.412.802 77,31 

2019 6.304.555.945.273 5.060.820.573.308 1.243.735.371.965 80,27 

2020 6.188.219.576.678 5.044.096.904.608 1.144.122.672.070 81,51 

Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

 

Pada tahun 2018 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel 

4.3  Varians Belanja adalah Rp 1.236.082.412.802 atau sekitar 77,31% yang 

menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh 

instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode 

tahun anggaran yang bersangkutan Dalam hal ini menyisakan perbandingan 

presentasi sekitar 22,69% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi 

anggaran belanja pada instansi.  

Pada tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians 

Belanja adalah sekitar Rp 1.243.735.371.965 atau sekitar 80,27%, menyisakan 

perbandingan sekitar 19,73% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi 

anggaran belanja pada instansi. Jika dilihat dari tahun sebelumnya terjadi 

kenaikan efisiensi penggunaan anggaran Rp. 7.652.959.163 atau sekitar 2,96% 

dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians 

Belanja adalah Rp 1.144.122.672.070 atau sekitar 81,51%, menyisakan 

perbandingan presentase 18,49% dari penyerapan anggaran yang ada dalam 

realisasi anggaran belanja pada instansi.Terlihat kenaikan penggunaan anggaran 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 99.612.699.895 atau sekitar 0,24% jika 
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memperhatikan pada tahun sebelumnya.   

 Dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dalam penyerapan 

penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi 

keuangan yang mengalami penurunan penggunaan dalam memenuhi keperluan 

pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi  tidak memuaskan, namun 

demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena 

adanya penghematan anggaran. Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih 

akan menjadi SILPA dalam pembiayaan di tahun berikutnya. 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa selisih yang cukup signifikan dari 

anggaran yang ada sangat dimungkinkan terjadinya kelemahan dalam 

perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam penggunaan pembiayaan yang 

menjadi prioritas dari instansi kurang tepat atau program yang sudah ada belum 

terlaksana dengan maksimal. Dalam hal ini penyerapan anggaran dapat dikatakan 

mencapai efisiensi yang baik. Pada intinya kesemua sisa yang ada tersebut bisa 

disalurkan ke pos-pos belanja lainnya yang masih kurang. Kinerja pemerintah 

akan terindikasi tidak baik jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang 

dianggarkan, maka dari itu sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja 

instansinya agar dapat dikatakan baik dengan melakukan efisiensi terhadap 

pengeluaran pembiayaan instansinya. 

4.1.5 Analisis Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam 

pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang 
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ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Pertumbuhan 

Belanja Tahunt 
= 

Rea. Belanja Tahunt - Rea. Belanja Tahunt-1 
X 100% 

Rea. Belanja Tahunt-1 

 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Periode 2018-2020 

Tahun Anggaran Realisasi Belanja Operasi 
Belanja 

Operasional 

2018 5.449.562.922.528 4.213.480.509.726 3.455.113.095.305 758.367.414.421 

2019 6.304.555.945.273 5.060.820.573.308 4.067.560.113.869 993.260.459.439 

2020 6.188.219.576.678 5.044.096.904.608 4.194.260.660.918 849.836.243.690 

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Medan 

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja berdasarkan 

tabel 4.3. maka di dapat kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2018-2020 

Uraian 2018 -2019 2019 -2020 

Realisasi Belanja Tahunt-1 4.213.480.509.726 5.060.820.573.308 

Realisasi Belanja Tahunt 5.060.820.573.308 5.044.096.904.608 

Kenaikan/Penurunan Positif 847.340.063.582 Negatif 16.723.668.700 

% 20,11% 0,33% 
Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Anggaran Belanja dari 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah positif sebesar Rp.847.340.063.582 

atau sebesar 20,11% 

 Dari tabel dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Anggaran Belanja dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif sebesar Rp.16.723.668.700, 

namun ditinjau dari segi persentase mengalami penurunan yaitu menjadi 0,33%. 

Secara umum BPKAD belum melakukan pemanfaat belanja dalam APBD secara 

efisien. 

 

4.1.6 Analisis Keserasian Belanja 
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Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan 

antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, 

alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka 

pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Berikut adalah rumus 

yang digunakan: 

a. Rasio Belanja Operasi 

 

b. Rasio Belanja Modal 

 

Tabel 4.6 Analisis Rasio Belanja dan Modal Tahun Anggaran 2018-2020 

Tahun Total Belanja Belanja Operasi Belanja Modal 

Persentasi Rasio 

Belanja 

Operasi 

Belanja 

Modal 

2018 4.213.480.509.726 3.455.113.095.305 753.996.886.210 82,00% 17,89% 

2019 5.060.820.573.308 4.067.560.113.869 992.661.245.694 80,37% 19,61% 

2020 5.044.096.904.608 4.194.260.660.918 339.836.243.690 83,15% 6,73% 

Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

Berdasaarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 

2020 penggunaan anggaran terfokus pada belanja operasi. Belanja operasi terdiri 

dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal terdiri 

dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja untuk 

jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya yang kesemuanya diatur 

dan dilaksanakan berdasarkan aturan dan pedoman ketetapan dari pemerintah 

yang berlaku.   

 Di tahun 2018 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi sekitar 
 

82,00% atau sekitar Rp.3.455.113.095.305 dengan total persentasi untuk belanja 

modal sebesar 17,89% dari total anggaran belanja dalam APBD.   

Rasio Belanja Operasi = 
Realisasi Belanja Operasi 

X 100% 
Total Belanja Daerah  

Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 

X 100% 
Total Belanja Daerah  
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 Di tahun 2019 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi 

mengalami penurunan menjadi 80,37% atau sekitar Rp.4.067.560.113.869 yang 

diikui dengan menurunan anggaran, sedangkan untuk alokasi belanja modal 

sebesar 19,61% atau sekitar Rp.992.661.245.694, dari total anggaran belanja 

dalam APBD.  

 Di tahun 2020 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja operasi 

mengalami kenaikan menjadi 83,15% atau sekitar Rp.4.194.260.660.918 yang 

ikuti dengan kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk alokasi 

belanja modal sebesar 6,73% atau sekitar Rp.339.836.243.690 dari total anggaran 

belanja dalam APBD. 

Untuk penggunaan pada pembiayaan belanja operasi sudah menjadi urusan 

tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran 

pertahunnya karena belanja ini tidak berhubungan langsung dengan belanja 

modal. Berdasarkan analisis menunjukkan persentase belanja operasi lebih tinggi 

dari persentase belanja modal bahkan melebihi tingkat proporsi belanja operasi 

yaitu antara 60-90%, sehingga mengakibatkan rendahnya anggaran pada alokasi 

belanja modal. Hal tersebut tidak baik, karena harusnya Bappeda Provinsi 

Sumatera Utara lebih mementingkan untuk pembangunan daerah atau 

menyeimbangkan antara kedua belanja tersebut. 

 

4.1.7 Analisis Efisiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisiesni belanja ini digunakan untuk mengukur 

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah 

dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 
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100%, sebaliknya jika lebih makan mengindikasikan telah terjadi pemborosan 

anggaran. Berikut adalah rumus yang digunakan: 

 

Rasio efesiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran 

yang dilakukan pemerintah. Kriteria efisiensi  belanja sebagai berikut: 

a. Sangat efisien : <60% 

b. Efisien  :60%-80% 

c. Cukup efisien :81%-90% 

d. Kurang efisien :91%-100% 

e. Tidak efisien :>100% 

Tabel 4.7 Analisis Rasio Efesiensi Belanja Tahun Anggaran 2018-2020 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio Efesiensi (%) 

2018 5.449.562.922.528 4.213.480.509.726 77,31 

2019 6.304.555.945.273 5.060.820.573.308 80,27 

2020 6.188.219.576.678 5.044.096.904.608 81,51 
Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi 

penggunaan anggaran berada pada persentase 77,31% dengan penggunaan 

anggaran sekitar Rp.4.213.480.509.726, dari total anggaran yang ada. Dapat 

dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2017 efisien dalam melakukan 

penghematan anggaran belanja. 

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi meningkat jika dilihat angka persentase di 

tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran berada pada persentase 80,27% dengan 

penggunaan sekitar Rp.5.060.820.573.308, dari total angggaran yang ada. 

Kenaikan ini dimaknai baik karena berdasarkan kriteria yang ada maka 

penggunaan anggaran pada tahun ini dapat dikatakan masih efisien.   

 Pada tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat jika melihat angka persentase 

Rasio Efesiensi Belanja = 
Realisasi  Belanja  

X 100% 
Anggaran Belanja  
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dari tahun sebelumnya. Ditahun ini penggunaan anggaran berada pada persentase 

81,51% dengan penggunaan sekitar Rp.5.044.096.904.608, dari total anggaran 

yang ada. Dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah cukup efisien dalam 

melakukan penghematan anggaran belanja.  

 Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

kemampuan pemerintah kota Medan dalam melakukan penghematan anggaran 

belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 

81,51%. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada 

program-program prioritas yang kesemuanya dimasukkan kedalam anggaran 

belanja. 

 

4.2  Pembahasan 

 
Jika dikaitkan dengan teori signaling dalam pemerintahan, maka jelas bahwa 

ini saling berkaitan. Dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat 

memberikan signal kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan dan 

kemajuan terkait masalah pendanaan dalam pemerintahan, sehingga nantinya akan 

muncul transparansi antara pemerintah dan masyarakat.  

Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan pemerintah dengan 

masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Dalam prakteknya 

pelaporan pelaksanan anggaran seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 

pemerintah daerah dapat didasari oleh teori keagenan. Pemerintah daerah 

bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan pelaporan 

pelaksanaan anggaran yang bermanfaat sebagai pertanggungjawaban. Sementara 

itu masyarakat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan 
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yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan 

tersebut, masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan melalui 

pelaporan keuangan secara periodik.  

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja anggaran 

pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan. Setelah peneliti 

melakukan analisis maka peneliti akan membahas hasil yang telah diperoleh 

sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Periode 2018 - 2020 

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan 

belanja, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018/2019 mengalami kenaikan 

pertumbuhan sebesar Rp 847.340.063.582 atau 20,11% yang artinya bahwa 

daerah pada tahun tersebut sudah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. 

Namun pada tahun 2019/2020 pertumbuhan belanja mengalami penurunan 

sebesar Rp.16.723.668.700 atau 0,33% yang artinya pada tahun tersebut 

pemerintah kurang mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan 

pertumbuhan daerah dari periode sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian menurut Rani Febri Ramadani pada tahun 2016 menggunakan analisis 

pertumbuhan belanja bahwa pertumbuhan yang negatif menunjukkan bahwa 

daerah kurang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah 

derahnya. 

 

2. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama Tahun Anggaran 
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2018-2020 

Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan 

dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2018-

2020 mencapai 77,45%, 79,11% dan 63,53%. Hal ini menggambarkan kinerja 

anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan menunjukkan kinerja belum 

efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektivitas masih berada dibawah 

100%.  

3. Efesiensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Selama Tahun Anggaran 

2018 - 2020 

Berdasarkan analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran, 

dengan tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2018 selisih penggunaan anggaran adalah sekitar  Rp 1.236.082.412.802 

atau sekitar 77,31%. Pada tahun 2019 selisih penggunaan anggaran adalah Rp 

1.243.735.371.965 atau sekitar 80,27% dan pada tahun 2020 selisih penggunaan 

anggaran adalah Rp 1.144.122.672.070 atau sekitar 81,51%. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran karena tidak melebihi 

batas maksimum anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut 

Rani Febri Ramadan (2016) dan Melani Rampengan (2016) menggunakan analisis 

varians belanja, selisih tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan 

anggaran selama tahun anggaran tersebut.  

Penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur tingkat 

penghematan anggaran  berdasarkan klasifikiasi tingkat efisiensi menurut 

Keputusan Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat 
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efisiensi penggunaan anggaran adalah 90,00% yang artinya cukup efisien. Pada 

tahun 2019 tingkat efisien penggunaan anggaran adalah 87,95% yang  artinya 

cukup efisien yaitu berada dikreteria efisiensi 81%-90% dan pada tahun 2020 

tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah 92,53% yang artinya kurang efisien 

yaitu berada dikreteria 91%-100%. 

4. Optimalisasi Dalam Memprioritaskan Belanja Pemerintah Daerah Pada 

Penggunaan Anggaran Pendapatan  

Berdasarkan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antara belanja, dalam memprioritaskan alokasi dananya dapat 

dilakukan dengan cara menghitung rasio belanja operasi dan belanja modal. 

Berdasarkan perhitungan alokasi dana untuk belanja operasi pada tahun 2018 

adalah mencapai 97,58% atau Rp24.833.854.109, pada tahun 2019 adalah 

mencapai 95,94% atau 23.673.531.241 dan pada tahun 2020 adalah mencapai 

95,15% atau 23.886.854.859. Secara umum dapat lihat bahwa dana belanja daerah 

lebih dioptimalkan untuk belanja operasi.  Hal ini menunjukkan adanya kinerja 

yang kurang baik karena dana belanja operasi melebihi proporsi belanja yang 

ditetapkan yaitu sekitar 60-90% dari anggaran yang dibelanjakan. Sehingga 

menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal pada tahun 2018 sampai tahun 

2020 menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai batas 

minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang 

dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga anggaran BPKAD dalam rencana 

maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsinya pada belanja operasi 

sedangkan untuk pelayanan publik seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya 

yang termasuk belanja modal masih rendah. Hal ini terjadi karena penggunaan 
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anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam 

anggaran belanja operasi. Program tersebut terdiri dari: 

a. Program pelayanan administrasi perkantoran. 

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

e. Program pengembangan data dan informasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja berdasarkan Analisis Pertumbuhan 

Belanja dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami perubahan. Dari 

Analisis Pertumbuhan Belanja tahun anggaran 2018/2019 dan tahun anggaran 

2019/2020 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien. 

Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada tahun 2018/2019 adalah sebesar 

20,11% dan tahun 2019/2020 sebesar 0,33%. 

2. Efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kota Medan dalam melakukan 

pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai 63,53%-79,11%. Hal ini 

menggambarkan kinerja anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Medan 

menunjukkan kinerja belum efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio 

efektivitas masih berada dibawah 100%.  

3. Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja yang pergunakan pada 

tahun 2018-2020, dengan menggunakan Analisis Varians Belanja 

menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, 

karena tidak melebihi target anggaran pada priode tersebut. Namun dilihat dari 

pengukuran Rasio Efesiensi Belanja memperlihatkan bahwa penggunaan 

anggaran belanja yang kurang efisien, karena belum berhasil memenuhi syarat 

efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

4. Berdasarkan perhitungan Analisis Keserasian Belanja lebih memprioritaskan 
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anggaran pada belanja operasinya daripada belanja modal, hal ini menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya 

pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil. 

Rata-rata belanja operasi 2018-2020 adalah 80,37%-83,15 sedangkan rata-rata 

belanja modal 2018-2020 adalah 6,73%-19,61. Hal ini sangatlah tidak baik, 

karena pemerintah seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan 

didaerahnya atau setidaknya seimbang antara kedua belanja tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba 

mengemukakan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pimpinan instansi 

atau kepala instansi selaku pengguna anggaran bahwa dengan adanya penelitian 

ini maka pimpinan bisa lebih berfokus pada penerimaan anggaran pendapatan asli 

daerah serta penggunaan anggaran belanja agar tercapai kinerja anggaran 

pendapatan dan belanja yang efektif dan efisen. 
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